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GUBERNUR PAPUA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR: TAHUN 2022
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Gubernur mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua berupa Laporan Keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2907); '

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaga Negara Republik Indonesla Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 3688) sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-tUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang(Lembaran Negra Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang .../3
s O

Dipindal dengan CamScanner



12,

13.

14,

15,
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19.

20.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesla Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesla Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575):;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Repuluik Indonesia Nomor 6041);

23.Peraturan Pemerintah ..../4

Dipindal dengan CamsScanner



23.

24,

25.

26.

27,

28.

29.

30.
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara repullk Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi
Papuya dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 60);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Repulik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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32. peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 62 Tahun 2017 tentang
pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Repulik
Indonesla Tahun 2017 Nomor 1067);

33, Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 90 tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodeflkasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;

34, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

33. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 01 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

36. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor-9 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2021.

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Papua
dan
Gubernur Papua

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH TENTANG PERTANGGUNGIAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
memuat:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas dan

Neracag;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan ikhtisar  laporan  keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

@mpanow

Pasal 2 ...../6

Dipindal dengan CamsScanner



Pasal 2

Laporan realisasl anggaran sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagal berlkut:

a. Pendapatan Rp13.885.923.486.851,29
b. Belanja dan Transfer Rp14,859.606.462,835,81
Defisit Rp 973.682.975.984,52
¢, Pemblayaan
- Penerimaan Rp 3.023.008.564.518,56
- Pengeluaran Rp___120.000.000.000,00
Surplus Rp 2.903.008.564.518,56
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah negatif
Rp789.637.242.047,71 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan setelah

perubahan Rp14.675.560.728.899,00
b. Realisasi Rp13.885.923.486.851,29
Selisih kurang Rp 789.637.242.047,71

2. Selish anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumliah
negatif Rp2.717.750.980.803,19 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp17.577.357.443.639,00

b. Realisasi Rp14.859.606.462.835,81
Selisih kurang Rp 2.717.750.980.803,19

3. Selish anggaran dengan realisasi  surplus/devisit  sejumliah
Rp1.928.113.738.755,48 rincian sebagai berikut:

a. Surplus / (Defisit) setelah perubahan (Rp 2.901.796.714.740,00)

b. Realisasi (Rp__973.682.975.984,52)

Selisih lebih Rp 1.928.113.738.755,48

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp1.211.849.778,56 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan pembiayaan

Setelah perubahan Rp 3.021.796.714.740,00
b. Realisasi Rp 3.023.008.564.518,56
Selisih lebih Rp 1.211.849.778,56

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp87.335.090.516,00 rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan Rp  120.000.000.000,00
b. Realisasi Rp__120.000.000.000,00
Selisih Rp 0,00

6. Selisih anggaran...../7

Dipindal dengan CamsScanner



6. Selislh anggaran dengan reallsasl pengeluaran pembiayaan netto
sejumlah Rp1.211.849.778,56 rinclan sebagal berikut:
a. Anggaran pemblayaan netto setelah

perubahan Rp 2.901.796.714.740,00

b. Realisasl Rp_2.903,008.564.518,56

Sellsih lebih Rp 1.211.849.778,56
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 3.021.796.714.740,56

b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp 1.929.325.588.534,04

c. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 1.929.325.588.534,04
Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf ¢ per
31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan - LO Rp 14.758.229.827.806,93
b. Jumlah Beban Rp 15.742.185.276.466,02
c. Surplus / Defisit Kegiatan Operasional (Rp 983.955.448.659,09)
d. Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan

Non Operasional (Rp 181.440.939,00)

e. Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (Rp 984.136.889.598,09)

f. Pos Luar Biasa (Rp 119.120.628.800,00)

g. Surplus / Defisit — Lo (Rp 1.103.257.518.398,09)
Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d
per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp 24.362.193.927.168,20
b. Surplus / Defisit - LO (Rp 1.103.257.518.398,09)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /
Kesalahan Mendasar Rp (188.737.955.319,40)
d. Ekutas Akhir Rp 23.070.198.453.450,71
Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember
tahun 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp 23.224.874.053.861,00
b. Jumlah kewajiban Rp  154.675.600.410,29
c. Jumlah ekuitas Rp 23.070.198.453.450,71
Pasal 8 ..../8
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Pasal 8

Laporan arus kas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk
tahun yang berakhir sampal dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai
berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2021 Rp 3.023.051.234.518,56
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp  137.669.621.815,21
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp 1.231.352,597.799,73)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan  Rp 0,00
€. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris ~ Rp 0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember

tahun 2021 Rp 1.929.487.051.363,04

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1) Lampiran I : LRA terdiri atas:

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi ;

Lampiran 1.2 . Ringkasan APBD yang duklasifikasikan

menurut kelompok dan jenis pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 . rincian APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut
urusan pemerintahan daerah organisasi,
program, kegiatan dan sub kegiatan;

2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

3) Lampiran III : Laporan operasional;

4)  Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

5) LampiranV : Neraca;

6) Lampiran VI : Laporan arus Kas;

7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

8) Lampiran VIII . Daftar rekapitulasi piutang daerah;

9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak
tertagih;

10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir;

Lampiran XI ..../9
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11) Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah;

Lampiran XII Daftar rekapltulasi realisasi penambahan

12) dan pengurangan aset tetap daerah;,

13) Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;

14) Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam
pekerjaan;

15) Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya;

16) Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah;

17) Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;

18) Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;

19) Lampiran XIX Daftar sub kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun anggaran
2021 dan dianggaran kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

20) Lampiran XX Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri
atas:

Lampiran XX.1 . Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
Lampiran XX.2 Ikhtisar laporan keuangan (laporan
laba/rugi) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah
21) Lampiran Lainnya Informasi Lainnya

L.ampiran C.1

Lampiran C.2

Lampiran C.3

Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah
Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara

Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
(SPM)

Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD
Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian
Objek, Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan

pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(2) adalah ikhtisar laporan keuangan badan wusaha milik
daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran peraturan daerah
ini.

Pasal 12 ..../10
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Pasal 12

Gubernur Provinsl Papua menetapkan Peraturan Gubernur tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagal rinclan lebih
lanjut darl pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah Ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 2022

GUBERNUR PAPUA,

LUKAS ENEMBE, SIP, MH
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